
BERITA DAERAH

KABUPATENKUTAITIMUR

TAHUN2019 NOMOR 52

PERATURANBUPATIKABUPATENKUTAITIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASITRANSAKSINON TUNAl

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menimbang
BUPATIKUTAITIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 283 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, mengamanatkan bahwa Pengelolaan keuangan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa berdasarkan angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi

Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah

Kebupaten/Kota, maka dalam hal pertimbangan

keterbatasan infrastruktur yang meliputi kesiapan sumber

daya manusia, percepatan pelayanan, cakupan pelayanan

dan urgensitas pelayanan terkait dengan penyelenggaraan

transaksi non tunai di daerah, Pemerintah Daerah dapat

melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara

bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan

uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh

Bendahara ...
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Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu dan

transaksi pengeluaran oleh Bendahara PengeluaranJ

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditetapkan

dengan Bupati/Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan hurub b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang ...
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2

Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANGIMPLEMENTASITRANSAKSI

NONTUNAI.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasa11

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati. sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Timur.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak

ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran

Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi.

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan

untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada

bank yang ditetapkan.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat

.pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara

Umum Daerah.

12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

Perangkat Daerah.

13. Pendapatan ...
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13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat

unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu

program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi SKPD

dalam melaksanakan transaksi pembayaran belanja secara non tunai.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan akuntabilitas

transparansi pengelolaan keuangan daerah.

BABIII

TRANSAKSINONTUNAl

Pasal3

(1) Setiap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang

menggunakan mekanisme Langsung, wajib melaksanakan transaksi non tunai

tanpa ada batasan nominal rupiah tertentu.

(2) Untuk belanja Gaji/Representasi, tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai

Negeri Sipil, honor Pegawi Tidak Tetap/Tenaga Kontrak, Tunjangan Guru

Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan Penghasilan Guru

Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri Sipil, Belanja Subsidi, Belanja Hibah

dan Bantuan Sosial, Belanja Dana Desa, Belanja Alokasi Dana Desa, Belanja

Bantuan Partai Politik wajib melaksanakan transaksi non tunai.

(3) Setiap Belanja barang dan jasa yang menggunakan mekanisme Uang

Persediaan, Ganti Uang dan Tambah Uang, yang diproses melalui pengajuan

Nota Pencairan Dana oleh masing-masing PPTK, terdapat beberapa komponen

belanja yang dapat dibayarkan secara tunai oleh bendahara pengeluaran

kepada PPTK,sebagai berikut:

a. belanja ...
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a. belanja perjalanan dinas;

b. belanja rekening listrik, telpon, air dan intemet;

c. belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, Pajak Kendaraan Bermotor, dan

Uji KIR;

d. belanja sertifikat dan dana RTdi Kelurahan;

e. belanja makan minurm kegiatan yang dilaksanakan di desa dalam

kecamatan;

f. belanja uang saku/honorarium/transportasi/akomodasi pihak lain (Pegawai

Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil di luar Pemerintah Daerah);

g. belanja perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat

dipergunakan dalam perjalanan dinas; dan

h. belanja barang dan jasa lainnya dengan maksimal pembayaran sebesar

Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) per transaksi.

BABIV

MEKANISMEPEMBAYARAN

Pasal4

Mekanisme pembayaran transaksi non tunai dilakukan sebagai berikut:

a. pemindahbukuan dan rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening

penerima pada Bank Kaltimtara dengan menggunakan Cek Giro Bukti Setor;

b. pemindahbukuan dan rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening

penerima selain Bank Kaltimtara, maka biaya administrasi dibebankan kepada

penerima;dan

c. belanja yang sudah dipindahbukukan oleh pihak Bank, dibuktikan dengan

validasi dan bukti pengesahan dari bank pada daftar penerima.

BABV

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal5

Bupati melakukan pembinaan implementasi transaksi non tunai di lingkungan

Pemerintah Daerah.

Pasal6 ...
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Pasal6

Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi non tunai dalam rangka pengelolaan

keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Transaksi Non Tunai diberlakukan

mulai tanggal 2 Januari 2020.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal

BUPAT KUT

2019

IS

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARISDAERAH
KABUPATENKUTAITIMUR,

lRAWA YAH,
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 52


